
 
 

WALI KOTA BOGOR 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 

NOMOR 14  TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA                                 

DAN WAKIL WALI KOTA BOGOR TAHUN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BOGOR, 

 

 

Menimbang : a.   bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2024 membutuhkan 

penganggaran yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) 

tahun anggaran;  

  b.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 303 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2024; 

   

Mengingat  :  1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 

Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-

kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355)  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);  

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700);  

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
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Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757);  

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323);  

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 

2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor 

Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran 

Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR 

dan 

WALI KOTA BOGOR 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA 

CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA 

BOGOR TAHUN 2024. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

  

Pasal 1 

 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:  

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah 

Kota Bogor. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.  

5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bogor.  

6. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang 

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pemilihan Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Bogor untuk periode Tahun 2024-2029. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 

menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar 

yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 

yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 

Daerah pada bank yang ditetapkan. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
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pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 

Daerah.   

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

 

 

BAB II  

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  

 

Pasal 2 

Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini 

dimaksudkan untuk membiayai kegiatan pemilihan yang 

penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) 

tahun anggaran.  

  

 

 BAB III  

PRINSIP DANA CADANGAN  

 

Pasal 3 

Prinsip Dana Cadangan adalah tidak dapat dipergunakan untuk 

membiayai di luar program dan kegiatan Pemilihan Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota Tahun 2024. 

  

 

 BAB IV  

TUJUAN DANA CADANGAN  

 

Pasal 4 

Tujuan Dana Cadangan untuk menyediakan dana guna 

membiayai penyelenggaraan Pemilihan.  
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BAB V 

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA 

CADANGAN 

 

Pasal 5 

(1) Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan 

meliputi: 

a. persiapan Pemilihan; dan 

b. pelaksanaan Pemilihan. 

(2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

 

BAB VI 

BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN 

 

Pasal 6 

(1) Dana Cadangan ditetapkan paling sedikit 

Rp71.336.251.300,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga 

puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus 

rupiah) yang dipenuhi pada Tahun Anggaran 2023 dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. APBD Tahun Anggaran 2023 paling sedikit 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan 

b. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 paling sedikit 

Rp21.336.251.300,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus 

tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga 

ratus rupiah). 

(2) Dalam hal biaya Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2024, melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya Pemilihan dapat 

dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.  
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 Pasal 7 

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), 

bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari 

dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang 

penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu 

berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

 

 

 BAB VII  

PENEMPATAN DAN BENTUK DANA CADANGAN 

 

Pasal 8 

(1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan 

dikelola oleh PPKD selaku BUD. 

(2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan 

peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang 

memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.   

(3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan 

pada P.T. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten, Tbk. (Bank BJB) atau bank pemerintah lainnya.   

(4) Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang 

ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) akan menambah jumlah Dana Cadangan. 

(5) Penempatan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan 

keuangan daerah.  

   

 

BAB VIII 

JENIS PENGELUARAN 

 

Pasal 9 

Pengeluaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 dilaksanakan sesuai ketentuan peratuan perundang-undangan. 
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BAB IX 

TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN 

 

Pasal 10 

(1) Tata cara penggunaan Dana Cadangan sesuai dengan tujuan 

penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.  

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

pindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Bogor 

Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk 

penyelenggaraan Pemilihan. 

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan. 

(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh 

PPKD.   

  

 

 BAB X  

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

 

Pasal 11 

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai 

dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan 

pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari 

APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  

Pasal 12 

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. 

  

 

Ditetapkan di Bogor 

pada tanggal 17 November 2022                   

 

WALI KOTA  BOGOR, 

Ttd. 

BIMA ARYA 

Diundangkan di Bogor  

pada tanggal 17 November 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, 

                          Ttd. 

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA, 

Ttd. 

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han) 

  NIP. 19800507 200312 1 003 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 14        

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:  

(14/241/2022). 
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PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  

NOMOR 14 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA  

DAN WAKIL WALI KOTA BOGOR TAHUN 2024 

  

I.  UMUM  

Untuk membiayai Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 

2024 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, 

maka pemerintah daerah perlu membentuk Dana Cadangan. Pembentukan 

Dana Cadangan tersebut dengan mendasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 

2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk 

Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan 

Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang 

Perubahan qtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 

tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota 

membentuk Dana Cadangan guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang tidak dapat dipenuhi 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut di 

atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana 

Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2024.  
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II.   PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1  

Cukup jelas.  

 

 Pasal 2 

Cukup jelas.  

 

Pasal 3 

Cukup jelas.  

 

Pasal 4  

Cukup jelas.  

 

Pasal 5  

Cukup jelas.  

 

Pasal 6  

Cukup jelas.  

 

Pasal 7  

Cukup jelas.  

 

Pasal 8  

Cukup jelas.  

 

Pasal 9  

Cukup jelas.  

 

Pasal 10  

Cukup jelas.  

 

Pasal 11 

Cukup jelas.  

 

Pasal 12  

Cukup jelas.  
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Pasal 13  

Cukup jelas.  

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 139 


